BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR %6 TAHUN 2021

TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016

Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Dae-

rah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfir-

masi Status Wajib Pajak Daerah Dalamm Pemberian

Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

. Ku antan . Sigi dn Kot a Batam (Lembaran Negara
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4.

S.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Dacrah (Jembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undcang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elcktronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 126);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

‘Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nenfr

Dipindai dengan CamScanner



16, Peraturan Daerah Nomor 1| Tahun 2021  tentang

Perubahan Atas Peraturan Dacrah Namor 4 Tabup 2016
Daeral

- - - > ’ -3
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

{Lembaran Dacrah RKabupaten Kuantan Singingt Tahun

Menetapkan :@  PERATURAN BUPATI TENTANG RONFIRMWASE STATUS

WANR PaJAR DAVRAH DALAN PEMBERIAN  LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
1A |
KRETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati init yang dimaksud dengan:

1
as

1

i

.l.

ot

=
.

Dizea b adalah Kabupaten Kuantan Suying
Pemennta han Dacrah adalah Pancenntah Rabupaten
Bupati adalah Bupati Kuantan Singing.

Pajak Daecrah vang sclanjutnva discbut Pajak adalah kon
kepada daerah yang terutang oleh oranmg pribadi atau b
memaksa besdasarikan Undang-Undang, dengan tdak muendapatkan
imbalan secara langsung dan dicunakan untuk RKeoeritan daerah bag

1

sebesar-besarnva Kemakmuran rak vat

Perangixat Daerah Kabupaten Ruantan Snem@i vang selanjutnyva disebu t
Perangk at Daerith adalah unsur pembantu Bupat dan Dewan Perwa kilan
Rakvatl Daerah Robupawen RKuantan Sincing: dalam  penvelengzg araan
Urusan Pemenntahan vang menjad: k ewenangan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Termdu Sawe Pinta dan Tenaga

Kerja vang selanjutnya disingkat DPMPTSPTR adalah Perang kat Daerah

vang menveleng ganakan  urusan pemenintahan di bidang perana man

modal dan PTSP di Kabupaten Kuantan Singin @

Bada n Pendapata n Daerah Kabupaten Kuantan Singin g vang selanjuinya
di singx'a@ BAPENDA adaish perangkat dacrah yang m2faksamak an fungs
penerimaan daerah.

Keonfirmasi Status Wajb Pajak Dacrah vang selanpimya disin g;' at KSWPD
adalah keg mgan vang dikbkukan oleh Pemesintah Daera sdhe am

memiderikan lavanan publik tertentu untuak mempero'z-eh Ketera ngan

St atus Wajib Pajak Dasra h
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11.

P,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka pelaksanaan KSWP Daerah atas layanan publik tertentu pada
Perangkat Daerah, khususnya pada pelayanan perizinan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratam a
adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Perizinan adalah pendaftaran untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang
dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan
dan/atau komitmen.

Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang berlokasi pada sektor
perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
Layanan Publik tertentu adalah Layanan perizinan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati jni dima ksudkan. sebagai pedoman dalam pelayanan
Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam pemberian layanan publik
tertentu di Kabupaten Kudntan Singingi L
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(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :

a.
b.

C.

mengoptimalkan pencrimaan pendapatan dacrah;

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Dacrah;

mewujudkan  kescimbangan hak  dan kewasjibun di delsm azas
pelayancan publik; dan

melaksanakan  KSWPD  scsuai  dengan ketentuan  peraturan
perundang undangan sebelum layanan publik terteniu dibe rikan oleh

Pemerintah Daerah.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis layanan publik tertentu yang dilakuk an Konfirmassi Status Wajib
Pajak Daerah;
b. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerabh;

penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Dacrah; dan

pembinaan dan pengawasan.

BAB Iil
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
Pasal4

(1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWPD mencakup seluruh

jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan

Singingi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.

(2) Untuk mendapatkan layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan harus

mendapatkan SKSWPD dengan status valid.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI S TATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

(1) DPMPTSP __m‘clak'sf'gnak;m, o~ laye_x.n_x_m_ publik tertentu  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
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(©)

(7

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

()

{2)

DEMPY TSP dapat  mewberikom b 1y it ol Certentu sebig o inmn
dimakad  padine ayat (1) ke pada Wajibs Popde vong  menp ajikan
permobonan pevigiven setelanh ndodo kon KSWirD kepadic BARG MDA
Hagil KEWPD sebagssingna dimidad paddac aynt (2) b ripan SKOWID
Penethitan SKEWPD snebap aimnoun divadsind prda ayit, (1), dilsaleesulboar
seearn mwmanual dan Jatau secara eleloradk,

FIAPE NDA mienyatakan validitan atis pemenuhan kewajitan e i firkin
daerah.

Statas Wajib Pajak yang meng ajukon penmohonan pecizinan dinyatakig
valid dalam hal telah memenuhi kewa il perpajukan dacrab,

Status Wajib Pajak yang mengajulcan permobhonan peviziman dinyatakon
tidak valid apabila belum memenuhi kewaiban perpijokan dacrish,
SKSWPD  sebagaimnna dimnle sud  pdic ayat (3), memuant ketevang on
pembayaran Pajok Dacrah yang menjodi kewnjiban perpajokan Wiajh
Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dengon status valid ot
status tidak valid,

Apabila SKSWPD schagainman dimaksud pada ayat () memiliki status
valid, maka DPMIPTSP memproses permohonan tersebut,

Apabila SKSWPD scbagaiaman dimaksud pada ayat (3) memiliki status
tidak valid, maka DPMIPTSE menolnk untuk selimjutnya pemohon dapit
menyelesaikin kewajiban perpajaknn dacrahnyn terlebib dohwala,

Format SKSWPD s ebagnimana ditmaksud pada ayat (3) tercantun dalam
Lampiran | yang merupak.on bagian lidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagan alur penerbitan SKSWPD sebogaimang dimaksad pada ayat (4)
tercantum dalivn Lampiran 11 yang merupa kan bagian tidoak terpisahkan

dari Peraturan Bupati int,

BAB V
PENI LITIAN TERHADAP PEMIZ NUHAN
KEXWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pusal 6

Guno penerbitan SKSWIPD schagnimana dimaksud calnin Pasal € ayal (4,
BAPERDA e lnkukan peenelition tethadop pemenhan Kewajibin Pajak
Dae rich oleh Wajiby Pajuk,

Penelition sebupuimana dimsksad pedn ayat (1) dilide uk un meladut system

informs poada BAPENDA,
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(3)

(Y

(1)

(2)

(3)

(4)

Penelitinn sebagoimann  dimuaksud pada  ayat (1} teedind

pembayaran Pajnk Ducrab meliputi:

dlari  data

a. pembayaran Pojuk Bumi dan Bangunon Pedesaan dan Perkotaan
(termasuk piutang pajp k dan denda);

b. pembayaran Pajak Reklame, Pajak Air Tannh, Pajule Hotel, Pujak
Restoran,Pajuk Hiburan, Pajak Parkir, dan Piigk Mineral Bokon Logam
dan Batuan, sampai dengan bulan berjulun (termas uk piutang pajok
dan denda); dan / ateu

¢. pembayaran Bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan dadamn hal
tey jadi pengalihan kepemilikan,

Atas  penclitian - sebagaimna  dimeksud  pada ayat (1), BAPENDA

menerbitkan SKSWPD yang berii:

a. nama wajib pajok;

b. Nomor Pokok Wajib Pajuk / Nugor Objek Pajak;

'}

€. status Wajib Pajuk;
d. jenis Pajak Dacrah; dan

¢. jumlah tagihan,

BAB V|
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7
Pembinaan dan pengawasan  pelaksanaan KSWPD  dilaksanakan  oleh
Bupati.
Bupat mendelegasikan  pelaksanaan pembinaan  pelaksanaan KSWPD
kepada BAPENDA melalui kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi.
Bupati  mendelegasikan  peluksannan pengawasan kepada  Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Dacerah.,
BAPENDA dan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah Daersh
schagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib melaporkain
pelaksanaan pembinann dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 1

{satu) kali dalam 1 (satu) tabun atnu sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati

Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaks anaan

Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di
Kabupaten Kuantan Singingi dicabut dan dinyatakan tidak berlak u lagi.
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Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan

Sing-ingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

A ™.
A \}\\
PN

i Plt BUI%E\I KUANTAN SINGINGI,

|

)

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 4 YRR 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

~ ~

- e

AGUS MANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 56
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LABIPRAN |

PERATURAN BUPATI KUSN TAN SINGINGE
NOMOR %= T -'\H:\‘ PR

TEXNTANG RONFIRALAST STATUS WAJIB PAJAXN
DAER:AH DALAM F~ MNEERIAN L AYANAN PUBLIK
TERTERTU

Dt RABUPATEIN RUAINTAN SINGING!

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komple k Perk armore o Femeiniah Xabtupaten Xue man Nimgiog
zelp. {0760} S01023-2.01626
TELUK KUANTAN

RRNAT SKSWPD

SURAT KETERAINGAIN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
Nomor : .

mEmmmssmasTEsasEssEsASsEEEeRE R RS EE

Dengan ini diberitahukan bshwa berdsarkan hasil pere ithn, kami

sampaikan bahwa wajib pajak :

Nama

NPWPD B ?
Alamat S A A R A e
Status AR R T L R R

Keterangan ini dibuat dalam rarg ka pemberian layanan publik testentu puada

Dinas Penanaman Modal Pelavanan Terpadu Satu Fintu Kabupaten Xuantiin

Singingi untuk layanan publik berupa.....cc.veiiiiianees TahUD. . cireens

Demikian disampaikan, untuk di pergunakan ~ehag aimirR mestinya.

Teluk RUAntan, o ecaeseccsnea

Kepala Dinas Pendaparan Daerah
Kabupaten Kuantan Siag ngi

ud

Nauniat
NIP

Dipindai dengan CamScanner




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR % TAHUN 2021

TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU

DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAGAN ALUR PENERBITAN SKSWPD

Orang Pribadi/ Badan mengajukan Wajib Pajak mengajukan
Permohonan Perizinan kepada permohonan SKWPD
DPMPTSP kepada BAPENDA

r

DPMPTSP melakukan konfirmasi
pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah kepada BAPENDA

BAPENDA melakukan penelitian |
terhadap pemenuhan kewajiban

Terpenuhi Belum
L 4 r
BAPENDA menerbitkan SKSWPD | BAPENDA menerbitkan SKSWPD
dengan status Valid dengan status tidak Valid

Pemohon melakukan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah

DPMPTSP melanjutkan proses perizinan

A 4

'ANTAN SINGINGI,

DIMAN AMBY

Dipindai dengan CamScanner



